KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 578/Kpts/SR.330/8/2016
TENTANG

PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN IZIN TETAP PESTISIDA
UNTUK 215 (DUA RATUS LIMA BELAS) MEREK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a.
5

G

Mengingat 2

bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Pertanian
Nomor 39/Permentan/SR.330/7/2015 tentang
Pendaftaran Pestisida mengamanatkan Menteri Pertanian

memberikan  izin tetap ~atas  saran dan/atau

pertimbangan Komisi Pestisida;

bahwa sesuai hasil Rapat Pleno Komisi Pestisida
terhadap 215 (dua ratus lima belas) pestisida yang
diajukan permoﬁonan pendaftaran 3an telah memenuhi
persyaratan teknis untuk didaftarkan dan diberikan izin
tetap pestisida;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Pendaftaran dan Pemberian Izin Tetap Pestisida Untuk
215 (Dua Ratus Lima Belas) Merek;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem
Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomér 46, Tambahan Lembaran Ncgara
Republik Indonesia Nomor 3478);



.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indoncéia Nomor 3821);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan  Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 144, Tamba.han Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Nomor 5063);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 19723 tentang
Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan
Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1973 Nomor 12);

Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun . 1995 tentang
Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3586);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang
Pengeloiaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Reépublik
Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 'I‘ahun 1999
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun' 1999
Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Nomor 3910);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang
Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Inc}oncsia
Nomor 4153);



10.

11

12.

13.

14.

15.

16.

17.

.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2012 tentang
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahunz. 2012
Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Républik
Indonesia Nomor 5307); '
Keputusan Presiden 121/P Tahun 2014 tentang
Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri
Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
472/ Menkes/Per/V/1996 tentang Pengamanan Bahan
Berbahaya Bagi Keseﬁatan; ‘
Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri
Pertanian Nomor 881/ Menkes/SKB/VIII/1996,

: 771/Kpts/TP.270/8/1996
tentang. Batas Maksimum Residu Pestisida Pada Hasil

Pertanian;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
1350/ Menkes/SK/XII/ 2001 tentang Pengelolaan
Pestisida;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
1190/Menkes/ Per/VIII/2010 tentang Izin Edar Alat
Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 400); '
Peraturan Menteri Pertanian Nomor
107 /Permentan/ SR.140/9/2014 tentang Pengawasan
Pestisida (Berita Negara Republik Indonesia Tahul‘n 2014
Nomor 1274); '



Memperhatikan:

Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

=l s

18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
39/ Permentan/SR.330/7/2015 tentang  Pendaftaran
Pestisida (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1047);

19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor -
43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

20. Keputusan Menteri Pertanian Nomor
345/Kpts/OT.050/5 /2016 tentang Komisi Pestisida;

Surat Komisi Pestisida Nomor 04 /Kompes/2016 tanggal
1 Juli 2016 perihal Konsep Keputusan Menteri Pertanian
tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pestisida; '

MEMUTUSKAN:

Memberikan Izin Tetap Pestisida kepada Pemegang Nomor
Pendaftaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan Menteri ini.

Pemegang Nornor Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU memiliki kewajiban untuk- melaksanakan
seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Izin Tetap Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU dapat diubah atau dicabut dalam hal terbukti bahwa
pestisida tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, menimbulkan pengaruh
samping yang tidak diinginkan, atau diketahui memiliki

. potensi bahaya tertentu yang sebelumnya tidak diketahui.

Izin Tetap Pestisida sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU berlaku selama S (lima) tahun.



5B

KELIMA . Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Agustus 2016

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

O ® N ook b

— e
w N = 0

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

Menteri Keuangan;

Menteri Pc_rindustrian;

Menteri Perdagangarn;

Menteri Ketenagakerjaan;

Menteri Kelautan dan Perikanan; ,
Menteri Kesehatan;

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

" Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

Para Pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian;

. Ketua Komisi Pestisida;

Para Pemegang Nomor Pendaftaran.
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